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KATA PENGANTAR 
 

Pemerintahan merupakan salah satu pilar utama dalam 
penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui sistem 
pemerintahan yang efektif, negara dapat menjalankan fungsi 
pelayanan publik, menjaga stabilitas politik, menegakkan hukum, 
mendorong pembangunan, serta mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat. Di tengah dinamika global, kemajuan teknologi, dan 
meningkatnya tuntutan terhadap tata kelola yang transparan, 
akuntabel, dan partisipatif, pemahaman yang komprehensif mengenai 
konsep, sistem, dan tata kelola pemerintahan menjadi semakin penting 
bagi mahasiswa, akademisi, aparatur pemerintah, maupun masyarakat 
luas. 

Buku Pemerintahan: Konsep, Sistem, dan Tata Kelola disusun untuk 
memberikan pemahaman yang utuh mengenai penyelenggaraan 
pemerintahan dari perspektif konseptual, historis, kelembagaan, 
hingga implementasinya dalam praktik. Pembahasan diawali dengan 
konsep dasar pemerintahan, teori dan sistem pemerintahan, serta 
sejarah perkembangan pemerintahan di Indonesia. Selanjutnya, buku 
ini mengulas konstitusi dan dasar negara, penyelenggaraan 
pemerintahan daerah, administrasi pemerintahan, kebijakan publik, 
kepemimpinan pemerintahan, transformasi pemerintahan digital, 
pengawasan dan akuntabilitas, hingga berbagai tantangan serta arah 
masa depan pemerintahan di era global dan digital. 

Materi dalam buku ini disajikan secara sistematis dengan 
pendekatan yang mengintegrasikan teori, regulasi, dan praktik 
penyelenggaraan pemerintahan. Setiap bab dirancang untuk 
membantu pembaca memahami keterkaitan antara konsep-konsep 
pemerintahan dengan dinamika tata kelola publik yang terus 
berkembang, sehingga mampu membangun cara berpikir yang kritis, 
analitis, dan kontekstual dalam memahami berbagai persoalan 
pemerintahan. 
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Melalui buku ini diharapkan pembaca memperoleh wawasan yang 
lebih luas mengenai pentingnya pemerintahan yang demokratis, 
responsif, efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan 
publik. Buku ini juga diharapkan dapat menjadi referensi yang 
bermanfaat dalam proses pembelajaran, penelitian, pengembangan 
keilmuan, serta praktik penyelenggaraan pemerintahan yang adaptif 
terhadap perubahan zaman dan mampu mendukung terwujudnya tata 
kelola pemerintahan yang baik (good governance). 
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BAB 1 
KONSEP DASAR PEMERINTAHAN 

 
Abul Haris Suryo Negoro S.IP., M.Si 

FISIP Universitas Jember 
 

A. PENGERTIAN PEMERINTAHAN 
1. Definisi Pemerintahan  

Pemerintahan merupakan salah satu konsep fundamental dalam 
ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan 
negara untuk mengatur kehidupan masyarakat serta mewujudkan 
tujuan bernegara. Secara umum, pemerintahan dipahami sebagai 
keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara 
dalam menjalankan fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, 
perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan ketentuan 
hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintahan tidak hanya 
merujuk pada keberadaan organisasi atau institusi negara, tetapi juga 
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BAB 2 
TEORI DAN SISTEM PEMERINTAHAN 

 
Annie Mustika Putri, S.E., M.Ak., Ak, CA 

Universitas Muhammadiyah Riau 
 

A. PENDAHULUAN   
Bab ini membahas teori dan sistem pemerintahan sebagai dasar 

untuk memahami bagaimana negara menyelenggarakan kekuasaan 
publik, merumuskan kebijakan, serta memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. Pemerintahan tidak dapat dipahami hanya sebagai 
kegiatan administratif, karena di dalamnya terdapat relasi kekuasaan, 
legitimasi, struktur kelembagaan, pertanggungjawaban, dan interaksi 
antara negara dengan warga negara. Kajian pemerintahan juga terus 
berkembang karena perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi 
menuntut negara untuk bekerja lebih efektif, transparan, partisipatif, 
dan responsif terhadap kebutuhan publik. Dalam literatur ilmu 
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BAB 3  
SEJARAH PEMERINTAHAN INDONESIA 

 
Daelami Ahmad, S.Ag., M.Si 

Institut Kemandirian Nusantara (IKNUS) Pandeglang - Banten 
 

A. PENDAHULUAN 
Sejarah pemerintahan Indonesia bukan sekadar catatan tentang 

pergantian raja, presiden, kabinet, atau rezim. Ia adalah riwayat 
panjang tentang bagaimana kekuasaan dibentuk, dilembagakan, 
diwariskan, diperebutkan, dan dinegosiasikan kembali. Di dalam 
sejarah itu, kita menemukan jejak kerajaan, luka kolonialisme, gairah 
kemerdekaan, ketegangan pusat-daerah, hingga janji Reformasi yang 
belum selesai. Karena itu, dalam ilmu pemerintahan dan administrasi 
publik, sejarah pemerintahan Indonesia perlu dibaca sebagai 
pertemuan antara kesinambungan dan perubahan: kesinambungan 
tampak pada kuatnya pola patrimonial, birokrasi hierarkis, sentralisasi 
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BAB 4 
KONSTITUSI DAN DASAR NEGARA 

 
Dr. Ichwani Siti Utami, S.Pd., M.H. 

Universitas Pamulang 
 

A. PENDAHULUAN  
Setiap negara yang berdaulat memerlukan landasan hukum yang 

kokoh sebagai pijakan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Landasan hukum itulah yang dalam kajian ilmu 
pemerintahan dan hukum tata negara dikenal dengan istilah konstitusi 
dan dasar negara. Keduanya bukan sekadar dokumen formal, 
melainkan cerminan dari nilai-nilai, cita-cita, dan komitmen kolektif 
suatu bangsa dalam membangun tatanan negara yang bermartabat, 
adil, dan demokratis. 
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PEMERINTAH DAERAH:  

KONSEP, KELEMBAGAAN,  
DEMOKRASI LOKAL, DAN TATA KELOLA 
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A. KONSEP DASAR DAN LANDASAN TEORITIS PEMERINTAH 
DAERAH  

1. Pengertian pemerintah daerah dan pemerintahan daerah 
Pemerintah daerah adalah institusi politik-administratif yang 

memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan 
pemerintahan dalam wilayah tertentu. Pemerintah daerah bukan saja 
dipahami sebagai wakil pemerintah pusat, akan tetapi pemerintah 
daerah juga tempat berlangsungnya demokrasi lokal, kontestasi 
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BAB 6 
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 

 
Dr. Dezonda R. Pattipawae, S.H., M.H., C.MK 

Fakultas Hukum Universitas Pattimura 
 

A. PENDAHULUAN 
Administrasi pemerintahan merupakan instrumen penting dalam 

penyelenggaraan negara yang berkaitan dengan tata kelola 
pemerintahan, pelayanan publik, dan reformasi birokrasi guna 
mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. 
Materi ini membahas konsep administrasi pemerintahan, prinsip good 
governance, pelayanan publik, serta reformasi birokrasi sebagai upaya 
meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Pembahasan 
ini relevan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik 
yang profesional dan birokrasi yang responsif. Berdasarkan data 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
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BAB 7 
KEBIJAKAN PUBLIK 

 
Usrotul Hasanah, S.Sos., M.Si. 

Universitas Abdurachman Saleh Situbondo 
 

A. PENDAHULUAN   
Kebijakan publik merupakan salah satu instrumen utama 

pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan, pembangunan, 
pemberdayaan masyarakat, dan pengaturan kehidupan berbangsa 
serta bernegara. Dalam konteks pemerintahan modern, kebijakan 
publik tidak hanya dipahami sebagai keputusan pemerintah semata, 
melainkan juga sebagai serangkaian tindakan strategis yang dirancang 
untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif, efisien, dan 
berkeadilan. Keberhasilan suatu pemerintahan sering kali diukur dari 
kualitas kebijakan publik yang dihasilkan dan sejauh mana kebijakan 
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KEPEMIMPINAN DALAM PEMERINTAHAN 

 
Dr. Cataryn V. Adam, S.Sos, M.Si 

Universitas Nusa Cendana 
 

A. PENDAHULUAN 
Kepemimpinan merupakan inti dari penyelenggaraan 

pemerintahan yang efektif. Dalam konteks administrasi publik dan ilmu 
pemerintahan, pemimpin tidak sekedar memegang kekuasaan formal, 
tetapi juga bertanggung jawab dalam mengarahkan organisasi 
pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama demi kesejahteraan 
masyarakat. 

Northouse (2019) mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses di 
mana seseorang memengaruhi sekelompok individu untuk mencapai 
tujuan bersama. Dalam pemerintahan, definisi ini memiliki makna yang 
lebih luas karena melibatkan dimensi kekuasaan, legitimasi, 
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A. PENDAHULUAN 
Kesenjangan antara ambisi digitalisasi pemerintahan dan kapasitas 

kelembagaan birokrasi Indonesia masih lebar. Berbagai inisiatif telah 
diluncurkan dalam satu dekade terakhir, namun kemampuan 
pemerintah mengadopsi logika digital belum mampu mengimbangi 
tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, mudah diakses, 
terintegrasi, dan aman. Teknologi tidak lagi cukup dipandang sebagai 
alat untuk mempercepat administrasi. Transformasi digital menuntut 
perubahan kelembagaan yang mendalam, bukan sekadar digitalisasi 
prosedur yang telah ada. 
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A. PENDAHULUAN 
Salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah birokrasi Indonesia 

menyita perhatian nasional ketika seorang pejabat tinggi ditetapkan 
sebagai tersangka atas dugaan penyelewengan proyek pengadaan 
identitas kependudukan elektronik bernilai triliunan rupiah. Ironi 
terbesar bukan terletak pada besarnya nilai kerugian yang diperkirakan 
mencapai lebih dari dua triliun rupiah, melainkan pada fakta bahwa 
lembaga pemeriksa keuangan negara sesungguhnya telah mendeteksi 
ketidakberesan sejak tahun-tahun sebelumnya.  
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A. PENDAHULUAN 
Perkembangan dunia kontemporer memperlihatkan bahwa sistem 

pemerintahan sedang mengalami perubahan yang bersifat struktural 
dan fungsional secara mendalam akibat meningkatnya kompleksitas 
lingkungan global. Dalam situasi ini, pemerintahan modern tidak lagi 
dapat dipahami sebatas institusi hierarkis yang menjalankan fungsi 
administratif dan kekuasaan negara, melainkan telah berkembang 
menjadi aktor tata kelola yang memiliki tanggung jawab luas dalam 
penyediaan layanan publik, pengelolaan konflik sosial, serta 
peningkatan daya saing nasional di tengah arus globalisasi yang 
semakin terintegrasi (World Bank, 2017). Kondisi tersebut menuntut 
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